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PERATURAN BERSAMA 

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 

DAN 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR : 09 TAHUN 20 12 

NOMOR : 06 TAHUN 2012 

TENTANG 

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA 

PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARADAN 

REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN 20 1 1 TENTANG 

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 

DAN ANGKA KREDITNYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 42 Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 39 Tahun 201 1 tentang Jabatan Fungsional 
Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya, perlu 
menetapkan Peraturan Bersarna Menteri Negara Lingkungan 
Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 39 Tahun 201 1 tentang Jabatan Fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5059); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 
Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2797); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indoilesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5 12 1); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 

Formasi Pegawai Negeri Sipil' (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 40 15), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4332); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 40 16), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2002 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
3 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4 192); 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nornor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 193); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
40 19); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
164); 

1l.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nom~r 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

13 .  Peraturan Presiden Nornor 47 ~ a h u n  2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 9 1 Tahun 20 1 1; 

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 20 10 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 
201 1; 

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang 
Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka 
Kreditnya; 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 

REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG 
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 

ANGKA KREDITNYA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bersarna ini yang dirnaksud dengan: 

1. Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah 
jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung 
jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan 
pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan 
pemndang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri 
Sipil. 

2. Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil 
yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak 
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang 
dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh 
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas 
Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat 
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan 
perundang-undangan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 

4. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah 
upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan 
hukum. 



5. Tahapan pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan 
yang meliputi persiapan pengawasan lingkungan hidup, 
pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup, dan tindak 
lanjut pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup. 

6. Standar kompetensi adalah standar kemampuan yang 
disyaratkan untuk dapat melakukan pekejaan tertentu di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan 
dan/atau keahlian, serta sikap ke rja tertentu yang relevan 
dengan tugas dan syarat jabatan. 

7. Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas 
penguasaan kompetensi di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup yang diberikan oleh satuan 
pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh 
lembaga yang benvenang. 

8. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, 
pengembangan dan hasil kajian/penelitian terkait dengan 
jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup yang 
disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas 
suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan 
tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, 
analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran 
pemecahannya. 

9. Tanda jasalpenghargaan adalah tanda kehormatan yang 
diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, negara 
asing, atau organisasi ilmiah nasional, regional, atau 
internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah. 

10. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalarn 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu 
pengetahuan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 

1 1. Tugas pengawasan lingkungan hidup dengan kompleksitas 

rendah adalah melaksanakan penilaian terhadap tingkat 
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 
dampaknya kurang signifikan dan memerlukan tingkat 
kompetensi .yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan 
tingkat dasar. 

12. Tugas pengawasan lingkungan hidup dengan kompleksitas 
sedang adalah melaksanakan penilaian terhadap tingkat 
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 
dampaknya cukup signifikan dan memerlukan tingkat 
kompetensi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan 
tingkat lanjutan. 



13. Tugas pengawasan lingkungan hidup dengan kompleksitas 
tinggi adalah melaksanakan penilaian terhadap tingkat 
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 
dampaknya signifikan, dan memerlukan tingkat kompetensi 
yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan tingkat 
lanjutan serta pengalaman dalarn pelaksanaan pengawasan 
lingkungan hidup. 

14. Tim penilai angka kredit adalah tim yang dibentuk dan 
ditetapkan oleh pejabat yang benvenang yang bertugas 
menilai prestasi kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. 

15. Angka kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan 
danlatau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang hams 
dicapai oleh seorang Pengawas Lingkungan Hidup dalarn 
rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan. 

BAB I1 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, DAN 
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal2 

Pengawas Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai pelaksana 
teknis fungsional di bidang pengawasan lingkungan hidup pada 
instansi pemerintah. 

Bagian Kedua 

Tugas Pokok 

Pasal3 

Tugas pokok jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup 
adalah melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara 
langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat 
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 
ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang- 
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. 

Bagian Ketiga 

Rumpun Jabatan 

Pasal4 

Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup termasuk 
dalam rumpun Pengawas Kualitas dan Kearnanan. 



Bagian Keempat 

Jenjang Jabatan dan Pangkat 

Pasal5 

Jenjang jabatan dan pangkat Pengawas Lingkungan Hidup, 
yaitu: 

a. Pengawas Lingkungan Hidup Pertarna: 

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/ b. 

b. Pengawas Lingkungan Hidup Muda: 

1. Penata, golongan ruang III/ c; dan 

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/ d. 

c. Pengawas Lingkungan Hidup Madya: 

1. Pembina, golongan ruang IV/ a; 

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/ b; dan 

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang W/c. 

BAB 111 

RINCIAN KEGIATAN PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 

SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN YANG DINILAI 

Pasal6 

Rincian kegiatan Pengawas Lingkungan Hidup sesuai dengan 
jenjang jabatan, sebagai berikut: 

a. Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Pertarna, 
yaitu: 

1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalarn 
rangka persiapan pengawasan sebagai anggota. 

2. Menyusun agenda rencana pengawasan di setiap 
kunjungan lapangan. 

3. Menyiapkan formulir Berita Acara (BA) . 
4. Mempersiapkan peralatan pengawasan (a.1. kamera, GPS, 

videocam). 

5. Mempersiapkan peralatan dan bahan melalui persiapan 
peralatan sampling. 

6. Melakukan kalibrasi dan memeriksa kadaluarsa alat. 

7. Melakukan kalibrasi dan memeriksa kadaluarsa bahan. 

8. Menyiapkan checklist data dan inforrnasi yang ingin 
didapat dari pengawasan. 

9. Melakukan pelaksanan pengawasan lingkungan hidup 
dalam rangka pertemuan pendahuluan, sebagai anggota. 



10. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber - sumber 
kegiatan yang berpotensi menirnbulkan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan 
manufaktur pada skala kompleksitas rendah. 

1 1. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber - sumber 
kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan 
prasarana dan jasa pada skala kompleksitas rendah. 

12. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber - sumber 
kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan agro 
industri pada skala kompleksitas rendah. 

13. Mengawasi kegiatan pertambangan energi dan migas 
yang menimbulkan pencemaran danlatau kerusakan 
lingkungan pada skala kompleksitas rendah. 

14. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan 
melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan 
B3 pada skala kompleksitas rendah. 

15. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses 
produksi B3 terhadap housekeeping. 

16. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan 
peredaran B3 pada skala kompleksitas rendah. 

17. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan 
sumber-sumber limbah B3 pada skala kompleksitas 
rendah. 

18.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan 
tempat penyimpanan limbah B3 pada skala kompleksitas 
rendah. 

19. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan 
alat angkut (transportasi) limbah B3. 

20. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan 
manifest limbah B3. 

2 1. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan 
proses produksi migas dengan injeksi limbah B3 ke pemt 
bumi. 



22. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan 
tumpahan limbah B3 di laut melalui pengambilan sampel 
(tumpahan, air laut, dan sedimen dasar laut) 

23.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan 
neraca limbah B3. 

24. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan 
penimbunan limbah B3 land fill kelas 3. 

25. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran air dengan melakukan pra 
kunjungan/pemeriksaan pada lokasi yang akan 
dilakukan pengawasan. 

26. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran air dengan melakukan 
pemeriksaan- sumber-sumber pengeluaran air limbah 
pada skala kompleksitas sedang. 

27. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran air dengan melakukan 
pemeriksaan sarana pengolahan air limbah pada skala 
kompleksitas rendah. 

28. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran air dengan melakukan 
pemeriksaan pelaksanaan Standard Operating Procedure 
(SOP) pengoperasian Instalasi Pengelolaan Air Limbah 
(I PAL) . 

29. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran air dengan melakukan 
pemeriksaan sarana pengolahan sludge IPAL pada skala 
kompleksitas sedang. 

30. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran air dengan melakukan 
pemeriksaan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam 
ijin pembuangan air limbah. 

3 1. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran air dengan melakukan 
pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah pada skda 
kompleksitas rendah. 

32. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran air dengan melakukan 
pemeriksaan sarana pengukuran debit air lirnbah yang 
dibuang ke lingkungan serta beban pencemarannya. 



33. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran air dengan melakukan 
pemeriksaan pelaksanaan injeksi air terproduksi. 

34. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran udara dengan melakukan 
pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara pada 
skala kompleksitas rendah. 

35. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran udara dengan melakukan 
pemeriksaan posisi lubang pengambilan sample emisi 
serta sarana prasarana pengambilan sample. 

36. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran udara dengan melakukan 
pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara 
(scrubber, electric precipitator, bag house) pada skala 
kompleksitas rendah. 

37. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran udara dengan melakukan 
pemeriksaan terhadap penaatan baku mutu ambien, 
kebauan, kebisingan dan getaran. 

38. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan 
melakukan pemeriksaan penaatan baku emisi sumber 
bergerak. 

39. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah padat non B3 danJatau sampah 
dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber 
penghasil limbah padat non B3 dan/atau sampah, jenis, 
jumlah dan pengelolaannya. 

40. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah 
dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan 

limbah padat non B3 dan / atau sampah pada skala 
kompleksitas sedang. 

4 1. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah 
dengan melakukan pemeriksaan TPA dan TPST 
pengolahan sampah (a.1. pemilahan sampah). 

42.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan 
melakukan pemeriksaan penimbunan tanah pada zona 
perakaran dan tanah / batuan penutup. 



43. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan 
melakukan pemeriksaan pengendalian erosi. 

44. Melakukan, pengawasan penaatan bidang ekosistem 
perairan darat dengan melakukan pengawasan 
eksosistem perairan situ. 

45. Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut 
dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan 
kualitas air laut. 

46. Melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat 
dengan melakukan pemeriksaan di lokasi fasilitas 
pengelolaan limbah B3. 

47. Melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat 
dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pengendalian 
pencemaran air. 

48. Melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat 
dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pengendalian 
pencemaran udara. 

49. Melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat 
dengan melakukan pemeriksaan di lokasi hutan atau 
perkebunan. 

50. Melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat 
dengan melakukan pemeriksaan dilokasi pesisir dan laut. 

5 1. Melakukan pengambilan sampel air limbah composite 
sample. 

52. Melakukan pengambilan sampel air limbah grab sample. 

53. Melakukan pengambilan sampel B3 composite sample. 

54. Melakukan pengambilan sampel B3 grab sample. 

55. Melakukan pengambilan sampel limbah B3 composite 
sample. 

56. Melakukan pengambilan sampel limbah B3 grab sample. 

57. Melakukan pengukuran parameter di lapangan (In- Situ) 
pada skala kompleksitas sedang. 

58. Melakukan pemotretan (pengambilan sampel, situasi 
pabrik, IPAL) . 

59. Pembuatan gambar sketsa. 

60. Menyusun berita acara pengawasan. 

6 1. Melakukan pertemuan penutup sebagai anggota. 

62. Pengiriman contoh uji ke laboratorium. 

63. Melakukan penyusunan laporan pengawasan pada skala 
kompleksitas rendah. 

64. Melakukan penyusunan riwayat penaatan. 



65. Melakukan penyusunan konsep surat hasil pengawasan 
kepada perusahaan. 

66. Melakukan penyusunan konsep surat sanksi 
administrasi berupa teguran. 

67. Menjadi saksi di proses penyidikan. 

68. Menjadi saksi di pengadilan. 

69, Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan 
penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan atau 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada 
skala kompleksitas rendah. 

70. Melakukan pengolahan entry data pada laporan dari 
perusahaan. 

7 1. Melakukan evaluasi laporan yang disampaikan 
perusahaan. 

72. Membuat konsep surat ke penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan untuk tindaklanjut hasil evaluasi. 

b. Jabatan fungsional Pengawas lingkungan Hidup Muda, yaitu: 

1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalarn 
rangka persiapan pengawasan sebagai ketua. 

2. Menyusun agenda rencana pengawasan di setiap 
kunjungan lapangan. 

3. Menyiapkan forrnulir Berita Acara (BA) 
4. Menyusun telaahan melalui peraturan perundang- 

undangan terkait dan riwayat kinerja pengelolaan 
lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan. 

5. Melakukan persiapan peralatan dan bahan melalui 
persiapan peralatan penyelaman. 

6 .  Menyiapkan checklist data dan informasi yg ingin didapat 
dari pengawasan. 

7. Melakukan overlay informasi hot spot dan pada lokasi 
pengawasan lainnya. 

8. Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup melalui 
pertemuan pendahuluan sebagai anggota. 

9. Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup melalui 
pemeriksaan dokumen terkait dengan kewajiban 
perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (AMDAL, 
UKL, UPL, perijinan dan dokurnen lingkungan lainnya). 

1 0. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber 
kegiatan yang berpotensi menirnbulkan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan 
manufaktur pada skala kompleksitas sedang. 



1 1. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber 
kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan 
prasarana dan jasa pada skala kompleksitas sedang. 

12. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber 
kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan agro 
industri pada skala kompleksitas sedang. 

13. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber 
kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan 
pertambangan energi dan migas menimbulkan 
pencemaran dan / atau perusakan lingkungan pada skala 
kompleksitas sedang. 

14. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber 
kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan 
transportasi. 

15. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan B3 dengan melakukan pemeriksaan 
gudang/ tempat penyimpanan B3 dengan skala 
kompleksitas sedang. 

16. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan B3 dengan melakukan pemeriksaan sarana 
transportasi B3 . 

17. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses 
produksi B3 melalui inventory bahan yang digunakan. 

18. Melakukan ' pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses 
produksi B3 melalui inventory bahan yang diproduksi. 

19 .  Melaksanakan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan 
penggunaan B3 . 

20. Melaksanakan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan 
peredaran B3 pada skala kompleksitas sedang. 

2 1. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan 
sumber-sumber B3 pada skala kompleksitas sedang. 

22. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemesiksaan 
tempat penyimpanan limbah B3 pada skala kompleksitas 
sedang. 

23. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan 
pemanfaatan limbah B3 pada skala kompleksitas sedang. 



24. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan 
pengolahan limbah B3 pada skala kompleksitas sedang. 

25. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan 
kegiatan ekspor impor limbah B3. 

26. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan 
tank cleaning. 

27. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan 
tumpahan limbah B3 dilaut melalui pemeriksaaan 
pelaksanaan clean up (pembersihan tumpahan diwilayah 
pesisir) . 

28. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan 
penimbunan limbah B3 land fill kelas 2. 

29.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran air dengan melakukan 
pemeriksaan sumber-sumber pengeluaran air limbah 
pada skala kompleksitas tinggi. 

30. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran air dengan melakukan 
pemeriksaan sarana pengolahan air lirnbah pada skala 
kompleksitas sedang. 

3 1. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran air dengan melakukan 
pemeriksaan sarana pengolahan sludge IPAL pada skala 
kompleksitas tinggi. 

32. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran air dengan melakukan 
pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah pada skala 
kompleksitas sedang. 

33. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran air dengan melakukan 
pemeriksaan neraca penggunaan air. 

34. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran udara dengan melakukan 
pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara pada 
skala kompleksitas sedang. 

35. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran udara dengan melakukan 
pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara 
(scrubber, precipitator, bag house) pada skala 
kompleksitas sedang. 

36. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran udara dengan melakukan 



pemeriksaan continuous emission monitoring system 
(CEMS) atau hasil analisis pemantauan emisi udara baku 
mutu manual untuk melihat penaatan pada ketentuan 
secara manual untuk lihat penataan pada ketentuan 
baku. 

37. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan 
melakukan pemeriksaan penaatan baku emisi kebisingan 
sumber bergerak. 

38. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan lirnbah padat non B3 dan/atau sampah 
dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan 
limbah padat non B3 danlatau sampah pada skala 
kompleksitas tinggi. 

39. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah padat non B3 danlatau sampah 
dengan melakukan pemeriksaan TPA dan TPST melalui 
pemeriksaan terhadap pengolahan air lindi (leacheate) . 

40. Melakukan pengawasan peiaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah 
dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan Extended 
Produsen Resposibilty (EPR) . 

4 1. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan 
melakukan pemeriksaan lubang galian tambang 
(kelerengan, kedalaman rasio, bukaan, jarak). 

42. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian kerusakan lahan dengan melakukan 
pemeriksaan kegiatan pembukaan dalam rangka 
penyiapan lahan. 

43. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian kerusakan lahan dengan melakukan 
pemeriksaan sarana dan prasarana pengendalian 
kerusakan lahan (menara pengawas, sedimentrap, 
sumber air, peringatan dini, peralatan pemedam) . 

44. Melakukan pengawasan penaatan bidang 
keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan 
sertifikasi keanekaragarnan hayati untuk produk 
rekayasa genetika (PRG). 

45. Melakukan pengawasan penaatan bidang 
keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan 
kelengkapan dokumen dan inforrnasi 
pemasukanl pengeluaran produk rekayasa genetika. 

46. Melakukan pengawasan penaatan bidang ekosistem 
perairan Ciarat dengan melakukan pengawasan ekosistem 
perairan danau/ waduk. 



47. Melakukan pengawasan penaatan bidang ekosistem 
perairan darat dengan melakukan pengawasan ekosistem 
sungai. 

48. Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut 
dengan melakukan pengawasan danlatau pemantauan 
ekosistem terumbu karang yang mengalami kerusakan 
pada skala kompleksitas sedang. 

49. Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut 
dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan 
ekosistem padang lamun yang mengalami kerusakan. 

50. Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut 
dengan melakukan pengawasan dan/ atau pemantauan 
ekosistem mangrove yang mengalami kerusakan. 

5 1. Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut 
dengan melakukan pengawasan danlatau pemantauan 
ekosistem pantai yang mengalami kerusakan. 

52. Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut 
dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan 
ekosistem terumbu karang yang mengalami pencemaran. 

53. Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut 
dengan melakukan pengawasan danjatau pemantauan 
ekosistem padang lamun yang mengalami pencemaran. 

54. Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut 
dengan melakukan pengawasan dan/ atau pemantauan 
ekosistem mangrove yang mengalami pencemaran. 

55. Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut 
dengan melakukan pengawasan d m /  atau pemantauan 
ekosistem pantai yang mengalami pencemaran. 

56. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan sistem 
tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan dilokasi 
pengelolaan B3. 

57. Melakukan pengambilan sample ernisi udara melalui 
composite sample. 

58. Melakukan pengambilan sample emisi udara melalui grab 
sample. 

59. Melakukan pengukuran parameter dilapangan (In-situ) 
pada skala kompleksitas tinggi. 

60. Membuat rekaman audio visual. 
6 1. Melakukan pertemuan penutup melalui pembuatan 

berita acara pengambilan sample dan hasil pengukuran 
In-situ. 

62. Melakukan penyusunan laporan pengawasan pada skala 
kompleksitas sedang. 

63. Melakukan penyusunan konsep surat . sanksi 
administrasi berupa paksaan pemerintah. 

64. Melakukan koordinasi dengan pih& terkait (antara lain 
penyidik) . 



65. Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan 
penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan atau 
putusan perrgadilan yang berkekuatan hukum tetap pada 
skala kompleksitas sedang. 

66. Melakukan pengolahan data. 
67. Melakukan pembahasan laporan rutin perusahaan 

sebagai peserta. 

c. Jabatan fungsional Pengawas lingkungan Hidup Madya, 
yaitu: 

1. Menyusun agenda rencana pengawasan di setiap 
kunjungan lapangan. 

2. Menyiapkan forrnulir Berita Acara (BA). 

3. Menyusun telaahan kasus lingkungan hidup. 

4. Menyiapkan checklist data dan inforrnasi yg ingin didapat 
dari pengawasan. 

5. Melakukan kajian awal perubahan tutupan lahan pada 
lokasi kegiatan pengawasan dan ekosistem yang ada 
(overlay peta perubahan tutupan lahan di lokasi 
pengawasan) . 

6 .  Melakukan pertemuan pendahuluan, sebagai Ketua. 

7. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber 
kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan 
menufaktur pada kompleksitas tinggi. 

8. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber 
kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan 
prasarana dan jasa pada kompleksitas tinggi. 

9. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-surnber 
kegiatan yang berpotensi menirnbulkan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan agro 
industri pada kompleksitas tinggi. 

10. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber 
kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan 
pertambangan energi dan migas menimbulkan 
pencemaran danlatau perusakan lingkungan pada 
kompleksitas tinggi. 

1 1. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan B3 dengan melakukan pemeriksaan 
gudangl tempat penyimpanan B3 pada kompleksitas 
tinggi. 

12. Melakukan pengawasan pedaatan pelaksanaan 
pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses 
produksi B3 melalui handling (penanganan bahan). 



13. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan 
pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan peredaran 
B3 pada skda kompleksitas tinggi. 

14. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan B3 melalui pengawasan terhadap 
pelaksanaan registrasi dan notifikasi B3. 

15. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan sumber- 
sumber limbah B3 pada skala kompleksitas tinggi. 

16. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan 
pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan tempat 
penyimpanan limbah B3 pada kompleksitas tinggi. 

17. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan 
pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan 
pengumpulan limbah B3. 

18. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan 
pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan 
pemanfaatan limbah B3 pada kompleksitas tinggi. 

19. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan 
pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan pengolahan 
limbah B3 pada kompleksitas tinggi. 

20. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan 
pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan dumping 
limbah B3. 

2 1. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan 
pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan Reception 
Facility (RF) di pelabuhan. 

22. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan 
pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan lahan 
terkontaminasi dan clean up limbah B3. 

23. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan 
pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan tumpahan 
limbah B3 di laut dengan menyusun rekomendasi untuk 
penghentian sumber pencemar dan pengisolasian 
pencemaran. 

24. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan 
pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan penimbunan 
limbah B3 pada commisioning. 

25. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan 
pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan penimbunan 
limbah B3 pada Land fill kelas 1. 

26. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan 
pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan pasca 
penimbunan limbah B3 (setelah tutup land fill). 

27. Melakukan pengawasan . penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran air melalui pemeriksaan 
sarana pengolahan air limbah pada kompleksitas tinggi. 



28. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran air melalui pemeriksaan 
sarana pemanfaatan air limbah pada kompleksitas tinggi. 

29. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran udara melalui pemeriksaan 
sumber-sumber pencemaran udara pada kompleksitas 
tinggi. 

30. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran udara melalui pemeriksaan 
sarana pengendalian pencemaran udara (scrubber, 
electric precipitator, bag house) pada kompleksitas tinggi. 

3 1. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran udara melalui pemeriksaan 
kegiatan yang menghasilkan gas buang yang tidak 
melalui cerobong (fugitive emission). 

32. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah 
melalui pemeriksaan TPA dan TPST pada pemeriksaan 
pemanfaatan gas methan. 

33. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah 
melalui pemeriksaan sarana pemanfaatan sampah 
sebagai sumber energi. 

34.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian kerusakan kegiatan penambangan melalui 
pemeriksann terhadap pengelolaan air tambang (pada 
lubang galian atau sumur pantau terluar/lahan bekas 
reklamasi) . 

35. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian kerusakan kegiatan penambangan melalui 
pemeriksaan kegiatan reklamasi. 

36. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian kerusakan kegiatan penambangan melalui 
pemeriksaan kegiatan pasca tambang. 

37. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian kerusakan kegiatan lahan melalui 
pemeriksaan kesesuaian fungsi kawasan/lahan 
(topografi, fungsi lindung, jenis dan pola tanaman). 

38. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian kerusakan lahan melalui pemeriksaan sifat 
tanah (erosi, ketebalan solum, subsidensi gambut). 

39. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian kerusakan lahan melalui pemeriksaan 
kegiatan pemulihan kerusakan lahan. 



40. Melakukan pengawasan penaatan bidang 
keanekaragarnan hayati melalui pemeriksaan pengkajian 
resiko/analisis resiko lingkungan pada introduksi spesies 
asing. 

4 1. Melakukan pengawasan penaatan bidang 
keanekaragaman hayati melalui pengawasan penaatan 
pelaksanaan persyaratan yang tertuang dalam ijin 
introduksi jenis asing. 

42. Melakukan pengawasan penaatan bidang 
keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan 
pemanfaatan Produk Rekayasa Genetika (PRG). 

43. Melakukan pengawasan penaatan bidang 
keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan 
pemanfaatan jenis asing PRG. 

44. Melakukan pengawasan penaatan bidang 
keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan 
pelaksanaan pengelolaan resiko PRG oleh perusahaan 
yang telah memperoleh ijin. 

45. Melakukan pengawasan penaatan bidang 
keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan kegiatan 
monitoring dampak PRG terhadap keanekaragaman 
hayati. 

46. Melakukan pengawasan penaatan bidang 
keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan darnpak 
PRG terhadap lingkungan (merujuk supplementary 
protokol nagoya - kuala lumpur). 

47. Melakukan pengawasan penaatan bidang 
keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan 
pelaksanaan pengelolaan dampak atau pemulihan jika 
terbukti te jadi dampak merugikan terhadap lingkungan. 

48. Melakukan pengawasan penaatan bidang 
keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan 
pelaksanaan pengelolaan jenis asing. 

49. Melakukan pengawasan penaatan bidang 
keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan 
pembangunan taman keanekaragaman hayati. 

50. Melakukan pengawasan penaatan bidang ekosistem 
perairan darat melalui pengawasan ekosistem rawa. 

5 1. Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut 
melalui pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem 
terumbu karang yang mengalami kerusakan pada 
kompleksitas tinggi. 

52. Melakukan penghentian pelanggaran tertentu. 
53. Melakukan pertemuan penutup sebagai ketua. 
54. Melakukan penyusunan laporan pengawasan pada 

kompleksitas tinggi. 



55. Melakukan penyusunan konsep surat sanksi 
administrasi melalui pembekuan izin lingkungan. 

56. Melakukan penyusunan konsep surat sanksi 
administrasi melalui pencabutan izin lingkungan. 

57. Menjadi saksi di pengadilan sebagai saksi ahli. 
58. Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan 

penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan atau 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukurn tetap pada 
kompleksitas tinggi. 

59. Melakukan pembahasan laporan rutin perusahaan 
sebagai pembicara. 

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas 
Lingkungan Hidup yang sesuai dengan jenjang jabatannya 
untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Pengawas Lingkungan Hidup lain yang berada satu 
tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya 
dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan 
secara tertulis dari pimpinan unit ke j a  yang bersangkutan. 

Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7~ ,  
ditetapkan dengan ke tentuan: 

a. Pengawas Lingkungan Hidup yang melaksanakan tugas 
pengawasan lingkungan hidup satu tingkat di atas jenjang 
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 
80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir 
kegiatan; atau 

b. Pengawas Lingkungan Hidup yang melaksanakan tugas 
pengawasan lingkungan hidup satu tingkat di bawah jenjang 
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 
100% (seratus persen) dari setiap butir kegiatan. 

BAB IV 
PENGANGKATAN DALAM 

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 

Bagian Kesatu 

Pejabat yang Berwenang Mengangkat: 

Pasal9 

Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan pejabat yang 
berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan 
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. 



Bagian Kedua 
Pengangkatan Pertama Kali 

Pasal 10 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam 

jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup hams 
memenuhi syarat: 

a. berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV di 
bidang ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu lain yang 
kualifikasinya ditetapkan oleh Menteri Negara 
Lingkungan Hidup; 

b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan 
ruang III/ b; 

c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan 
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; dan 

d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan 
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
(DP-3), paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun 
terakhir. 

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana ayat (1) 
angka kreditnya ditetapkan 150 (seratus lima puluh). 

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan pada unsur utarna terdiri dari pendidikan formal 
dan tugas pokok. 

(4) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan 
formasi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup 
yang telah ditetapkan dari Calon Pegawai Negeri Sipil. 

(5) Pengangkatan pertama kali dalarn jabatan fungsional 
Pengawas Lingkungan Hidup dibuat menurut contoh 
formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak ' terpisahkan dari Peraturan 
Bersama ini. 

Bagian Ketiga 

Pengangkatan dari Jabatan Lain 

Pasal 11  

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari jabatan lain ke 
dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup 
dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 ayat (1); 

b. memiliki pengalaman di bidang pengawasan lingkungan 
hidup paling sedikit 2 (dua) tahun; 



c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan 

d. tersedianya formasi untuk jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup. 

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan 
pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan 
sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. 

(4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 
angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak 
melaksanakan tugas di bidang pengawasan lingkungan 
hidup, sepanjang bukti fisik lengkap dan butir kegiatan 
yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok jabatan 
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. 

(5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke 
dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup 
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I1 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. 

BAB V 

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 

Pasal 12 

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, 
setiap Pengawas Lingkungan Hidup wajib mencatat dan 
menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan. 

(2) Hasil catatan dan inventarisir kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Daftar 
Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) hams diusulkan 
paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. 

Pasal 13 

(1) Bahan penilaian angka kredit Pengawas Lingkungan Hidup 
disampaikan pimpinan unit kerja paling rendah pejabat 
struktural eselon IV yang bertanggung jawab di bidang 
kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat 
fungsional yang bersangkutan atau pejabat lain yang 
ditunjuk kepada pejabat yang berwenang mengusulkan 
penetapan angka kredit. 



(2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka 
kredit Pengawas Lingkungan Hidup menyarnpaikan usul 
penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang 
menetapkan angka kredit. 

(3) Usul penetapan angka kredit jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup dibuat menurut contoh formulir 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111-A sampai 
dengan Lampiran 111-C yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bersarna ini. 

(4) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Lingkungan 
Hidup harus dilampiri dengan: 

a. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan 
jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, dibuat 
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bersama ini; 

b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan 
lingkungan hidup, dibuat menurut contoh forrnulir 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bersama ini; 

c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan 
profesi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Vi yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini; dan 

d. surat peniyataan melakukan kegiatan penunjang tugas 
jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, dibuat 
menurut contoh formulir sebagaimana tercanturn dalam 
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bersama ini. 

(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
harus disertai dengan bukti fisik. 

Pasal 14 

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalarn pemberian angka kredit, 
terdiri dari: 

a. Unsur utama; dan 

b. Unsur penunjang. 

(2) Unsur Utama terdiri dari: 

a. Pendidikan; 

b. Pengawasan lingkungan hidup; dan 

c. Pengembangan profesi. 



(3) Unsur penunjang terdiri dari: 

a. rnengajarl melatih/ tutor/ fasilitator dibidang pengawasan 
lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan; 

b. peran serta dalarn seminar/lokakarya/konferensi di 
bidang pengawasan lingkungan dan penegakan hukum 
lingkungan ; 

c. peran serta dalam ekspose pengawasan lingkungan dan 
penegakan hukum lingkungan; 

d. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan 
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; 

e. memperoleh penghargaanl tanda jasa; dan 

f. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya. 

Pasal 15 

(1) Setiap usul penetapan angka kredit jabatan fungsional 
Pengawas Lingkungan Hidup harus dinilai secara seksama 
oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai 
angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran 'I 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 
tentang Jabatan F'ungsional Pengawas Lingkungan Hidup 
dan Angka Kreditnya. 

(2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang 
menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka 
kreditnya. 

Pasal 16 

(1) Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional 

Pengawas Lingkungan Hidup dilakukan paling kurang 1 
(satu) kali dalam setahun. 

(2) Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional 
Pengawas Lingkungan Hidup dilakukan paling b a n g  2 
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan 
sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit 
ditetapkan paling larnbat pada bulan Januari tahun 
yang bersangkutan; dan 

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit 
ditetapkan paling larnbat pada bulan Juli tahun yang 
bersangkutan. 



Pasal 17 

(1) Penetapan angka kredit jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh 
formulir sebagaimana tercantum dalarn Lampiran VIII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bersama ini. 

(2) Asli Penetapan Angka Kredit disarnpaikan kepada Kepala 
Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan 
Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan 
kepada : 

a. Pengawas Lingkungan Hidup yang bersangkutan; 

b. Sekretaris Tim Penilai Pengawas Lingkungan Hidup yang 
bersangkutan; 

c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/ Sekretaris 
Direktorat Jenderal yang membidangi jabatan fungsinal 
Pengawas Lingkungan Hidup;dan 

d. Pejabat lain yang dipandang perlu. 

BAB VI 

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, 
TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN 

PENETAPAN ANGKA KREDIT 

Bagian Kesatu 

Pejabat yang Benvenang Menetapkan Angka Kredit 

Pasal 18 

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit: 

a. Menteri Negara Lingkungan Hidup atau pejabat eselon I 
yang ditunjuk bagi Pengawas Lingkungan Hidup Madya, 
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan 
pangkat Pembina Utarna Muda, golongan ruang IV/c di 
lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan instansi 
lain. 

b. Pejabat eselon I1 yang membidangi pembinaan jabatan 
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup atau pejabat 
eselon I1 yang membidangi jabatan fungsional di 
Kementerian Lingkungan Hidup bagi Pengawas 
Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda 
Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas 
Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan 
ruang IV/a di lingkungan Kementerian Lingkungan 
Hidup. 



c. Pejabat eselon II yang membidangi tugas pengawasan 
lingkungan hidup di luar Kementerian Lingkungan 
Hidup bagi Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, 
pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b 
sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, 
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a  di lingkungan 
instansi pusat. 

d. Pejabat eselon I1 yang membidangi lingkungan hidup 
Provinsi bagi Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, 
pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b 
sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, 
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan 
Provinsi. 

e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon 
I1 yang membidangi lingkungan hidup bagi Pengawas 
Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penat+ -Muda 
Tingkat I, golongan ruang III/b sarnpai dengan Pengawas 
Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan 
ruang IV/ a di lingkungan Kabupatenl Kota. 

(2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, 
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit hams 
membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada 
Kepala Badan Kepegawaian NegaralKepala Kantor Regional 
Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan. 

(3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang 
menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat 
yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan 
kepada ~ e ~ h a  Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor 
Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan. 

Pasal 19 

Apabila pejabat yang benvenang menetapkan angka kredit 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berhalangan 
sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sarnpai batas 
waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (2), angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu 
tingkat dibawahnya yang secara fungsional bertanggungjawab 
di bidang pengawasan lingkungan hidup setelah mendapatkan 
delegasi atau kuasa dari pejabat yang benvenang menetapkan 
angka kredit. 



Bagian Kedua 

Tim Penilai 

Pasal 20 

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (I), dalam 

menjalankan kewenangannya dibantu oleh: 

a. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup bagi Menteri Negara Lingkungan 
Hidup atau pejabat eselon I yang ditunjuk, yang 
selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat. 

b. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup bagi pejabat eselon I1 yang 
membidangi pembinaan jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup atau pejabat eselon I1 yani  
membidangi jabatan fungsional di Kementerian 
Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Tim Penilai 
Unit Kerja. 

c. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup bagi pejabat eselon I1 yang 
membidangi tugas pengawasan lingkungan hidup di luar 
Kementerian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya 
disebut Tim Penilai Instansi. 

d. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup bagi pejabat eselon I1 yang 
membidangi lingkungan hidup Provinsi, yang 
selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan 

e. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup bagi Sekretaris Daerah 
Kabupatenl Kota atau pejabat eselon I1 yang membidangi 
lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Tim Penilai 
Kabupatenl Kota. 

(2) Apabila tirn penilai kabupatenlkota belurn terbentuk, 
penilaian angka kredit jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup dapat dimintakan kepada tirn penilai 
kabupatenlkota lain terdekat, provinsi lain terdekat atau 
tirn penilai unit kerja 

(3) Apabila tirn penilai provinsi belum terbentuk, penilaian 
angka kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan 
Hidup dapat dimintakan kepada tirn penilai provinsi lain 
terdekat atau tirn penilai unit kerja. 

(4) Apabila tim penilai Instansi belum terbentuk, penilaian 
angka kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan 
Hidup dapat dimintakan kepada tim penilai unit kerja. 



(5) Pembentukan dan susunan anggota tirn penilai ditetapkan 
oleh: 

a. Menteri Negara Lingkungan Hidup atau pejabat eselon I 
untuk tim penilai pusat. 

b. Pejabat eselon I1 yang membidangi pembinaan jabatan 
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup atau pejabat 
eselon I1 yang membidangi . jabatan fungsional di 
Kementerian Lingkungan Hidup untuk tirn penilai unit 
ke rja. 

c. Pejabat eselon I1 yang membidangi tugas pengawasan 
lingkungan hidup di luar Kementerian Lingkungan 
Hidup untuk tim penilai instansi. 

d. Pejabat eselon I1 yang membidangi lingkungan hidup 
provinsi untuk tim penilai provinsi. 

e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon 
I1 yang .membidangi lingkungan hidup untuk tim. penilai 
kabupatenl kota. 

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai 
yaitu: 

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama 
dengan jabatanlpangkat jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup yang dinilai; 

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi 
ke rja jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; 
dan 

c. dapat aktif melakukan penilaian secara terus menerus. 

(2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat 
kembali untuk masa jabatan berikutnya. 

(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalarn 2 (dua) kali 
masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ,  dapat diangkat kembali setelah melampaui 
masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. 

(4) Dalarn ha1 terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau 
berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim 
Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara 
definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang 
berwenang menetapkan Tim Penilai. 



(5) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi 
pengawasan ling+ngan hidup, unsur kepegawaian, dan 
jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. 

(6) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: 

a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis 
yang membidangi pengawasan lingkungan hidup; 

b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; 

c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur 
kepegawaian; dan 

d. paling kurang 4 (empat) orang ankota. 

(7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, 
untuk: 

a. Tim penilai jabatan fungsional Pengawas Lingkungan 
Hidup pusat, unit kerja dan instansi paling sedikit 2 
(dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup; dan 

b. Tim penilai jabatan fungsional Pengawas Lingkungan 
Hidup Provinsi dan KabupatenIKota paling sedikit 1 
(satu) orang dari unsur BKD Provinsi/ Kabupatenl Kota. 

(8) Dalam ha1 komposisi jumlah anggota tim penilai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat dipenuhi, 
maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain 
yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja 
jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. 

(9) Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit 
jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup diatur oleh 
Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku Pimpinan 
Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Lingkungan 
Hidup. 

Pasal 22 

(1) Tugas pokok Tim Penilai Pusat: 

a. membantu Menteri Negara Lingkungan Hidup atau 
pejabat eselon I yang ditunjuk dalarn menetapkan angka 
kredit bagi Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat 
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat 
Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di 
lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan instansi 
lain; dan 



b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Menteri Negara L i n g h g a n  Hidup atau pejabat eselon I 
yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan 
angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 

(2) Tugas pokok Tiin Penilai Unit Kerja: 

a. membantu Pejabat eselon I1 yang membidangi 
pembinaan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan 
Hidup atau pejabat eselon I1 yang membidangi jabatan 
fungsional di Kementerian Lingkungan Hidup dalam 
menetapkan angka kredit bagi Pengawas Lingkungan 
Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, 
golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas 
Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan 
ruang IV/a di lingkungan Kementerian Lingkungan 
Hidup; dan 

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Pejabat eselon I1 yang membidangi pembinaan jabatan 
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup atau pejabat 
eselon I1 yang membidangi jabatan fungsional di 
Kementerian Lingkungan Hidup yang berhubungan 
dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a. 

(3) Tugas pokok Tim Penilai Instansi: 

a. membantu Pejabat eselon I1 yang membidangi tugas 
pengawasan lingkungan hidup di luar Kementerian 
Lingkungan Hidup dalam menetapkan angka kredit bagi 
Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata 
Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan 
Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, 
golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat; dan 

b.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Pejabat eselon I1 yang membidangi tugas pengawasan 
lingkungan hidup di luar Kementerian Lingkungan 
Hidup yang berhubungan dengan penetapan angka 
kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 

(4) Tugas pokok Tim Penilai Provinsi: 

a.melakukan penilaian angka kredit dan membantu 
Pejabat eselon I1 yang membidangi lingkungan hidup 
Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas 
Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda 
Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas 
Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan 
ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan 



b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Pejabat eselon I1 yang membidangi lingkungan hidup 
Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka 
kredit sebagaimana dimaksud dalarn huruf a. 

(5) Tugas pokok Tim Penilai KabupatenIKota: 

a. melakukan penilaian angka kredit dan membantu 
Sekretari s Daerah Kabupatenl Kota atau pejabat eselon 
I1 yang membidangi lingkungan hidup dalarn 
menetapkan angka kredit bagi Pengawas Lingkungan 
Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, 
golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas 
Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan 
ruang IV/ a di lingkungan Kabupatenl Kota; 

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon 
I1 yang membidangi lingkungan hidup yang 
berhubungan dengan penetapan angka kredit 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan 
tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin 
oleh seorang Ketua yang secara fungsional bertanggung 
jawab di bidang kepegawaian. 

(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan 
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat 
membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para 
ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil 
atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai 
kemampuan teknis yang diperlukan. 

(2) Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran 
dan pendapat kepadaKetua Tim Penilai dalam ha1 
memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus 
atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. 

(3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggungjawab 
kepada Ketua Tim Penilai. 

(4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila 
terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang 
memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). 



Bagian Ketiga 

Pejabat yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit 

Pasal 25 

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit jabatan 
fungsional Pengawas Lingkungan yaitu: 

a. Pejabat eselon I1 yang membidangi pembinaan jabatan 
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup atau pejabat eselon 
I1 yang membidangi jabatan fungsional di Kementerian 
Lingkungan Hidup, pejabat eselon I1 yang membidangi tugas 
pengawasan lingkungan hidup di luar Kementerian 
Lingkungan Hidup, pejabat eselan I1 yang membidangi 
lingkungan hidup Provinsi, dan Sekretaris daerah 
Kabupaten/Kota atau pejabat eselon I1 yang membidangi 
lingkungan hidup kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup 
atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk angka kredit 
Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina 
Tingkat I, golongan mang IV/b dan pangkat Pembina Utama 
Muda, golongan ruang IV/ c di lingkungan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan instansi lain. 

b. Pejabat yang membidangi lingkungan hidup paling rendah 
eselon I11 kepada pejabat eselon I1 yang membidangi 
pembinaan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup 
untuk angka kredit Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, 
pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/ b sampai 
dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat 
Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian 
Lingkungan Hidup. 

c. Pejabat yang membidangi lingkungan hidup paling rendah 
eselon I11 kepada pejabat eselon I1 yang membidangi tugas 
pengawasan lingkungan hidup untuk angka kredit Pengawas 
Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, 
golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Lingkungan 
Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di 
lingkungan instansi pusat. 

d. Pejabat yang membidangi lingkungan hidup paling rendah 
eselon I11 kepada pejabat eselon I1 yang membidangi 
lingkungan hidup Provinsi untuk angka kredit Pengawas 
Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, 
golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Lingkungan 
Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di 
lingkungan Provinsi. 



e. Pejabat yang membidangi lingkungan hidup paling rendah 
eselon I11 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau 
pejabat eselon I1 yang membidangi lingkungan hidup untuk 
angka kredit Pengawas Lingkungan Hidup Pertarna, pangkat 
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/ b sarnpai dengan 
Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, 
golongan ruang 1V/ a di lingkungan ~ a b u ~ a t e n / ~ o t a .  

BAB VII 

PENETAPAN ANGKA KREDIT, 
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT 

Bagian Kesatu 
Penetapan Angka Kredit 

Pasal 26 

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 

ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan 
kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat jabatan fungsional 
Pengawas Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang hams 
dipenuhi oleh setiap Pengawas Lingkungan Hidup untuk 
kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat, terdiri atas: 
a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit 

berasal dari unsur utarna, tidak termasuk unsur pendidikan 
formal; dan 

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka. kredit berasal 
dari unsur penunjang. 

Bagian Kedua 
Kenaikan Jabatan 

(1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, 
dapat dipertimbangkan apabila: 
a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; 

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan 
untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan 

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan 
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 
(satu) tahun terakhir. 



(2) Kenaikan jabatan Pengawas Lingkungan Hidup Pertama 
sarnpai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya 
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi 
masing-masing. 

(3) Keputusan kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional 
Pengawas Lingkungan Hidup setingkat lebih tinggi di buat 
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam 
Larnpiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bersama ini. 

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme 
Pengawas Lingkungan Hidup yang akan naik jenjang 
jabatan setingkat lebih tinggi, dapat mengikuti dan lulus 
uji kompe tensi. 

(2) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri 
Negara Lingkungan Hidup selaku instansi pembina jabatan 
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. 

(1) Dalarn rangka meningkatkan kompetensi dan 
profesionalisme pejabat fungsional Pengawas Lingkungan 
Hidup yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi wajib 
mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sesuai 
dengan jenjang jabatan. 

(2) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sesuai 
dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan 
Hidup sel- pimpinan instansi pembina jabatan 
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. 

Bagian Ketiga 
Kenaikan Pangkat 

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal26, 
dapat dipertimbangkan apabila: 

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan 
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan 

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian 
pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai 
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 



(2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki 

jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Madya 
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang I v / ~  untuk 
menjadi pangkat Pembina Utarna Muda, golongan mang 
IV/c ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah 
mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian 
Negara. 

(3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang 
menduduki jabatan fungsional Pengawas Lingkungan 
Hidup Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan 
ruang III/b untuk menjadi pangkat Penata, golongan ruang 
III/c sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, 
pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, 
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina 
Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis 
Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

(4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi 
yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Lingkungan 
Hidup Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan 
ruang III/ b untuk menjadi pangkat Penata, golongan ruang 
III/c sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, 
pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, 
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina 
Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah 
mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional 
Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan. 

(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Kabupaten/ Kota yang menduduki jabatan fungsional 
Pengawas Lingkungan Hidup Pertama pangkat Penata 
Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi 
pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan 
pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, ditetapkan 
dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah 
Kabupaten / KO ta yang bersangkutan setelah mendapat 
persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan 
Kepegawaian Negara yang bersangkutan. 

(6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Kabupaten / Kota yang menduduki jabatan fungsional 
Pengawas Lingkungan Hidup Muda, pangkat Penata 

Tingkat I, golongan mang III/d untuk menjadi Pengawas 
Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan 
ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Tingkat I, 
golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang 
bersangkutan setelah mendapat persetujuan t e h i s  Kepala 
Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang 
bersangkutan. 



(1) Pengawas Lingkungan Hidup yang memiliki angka kredit 
melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan 
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka 
kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan 
jabatan / pangkat berikutnya. 

(2) Kenaikan pangkat bagi Pengawas Lingkungan Hidup dalam 
jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan 
apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat 
yang benvenang sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. 

Pasal33 

(1) Pengawas Lingkungan Hidup pada tahun pertama telah 
memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan 
untuk kenaikan pangkat dalam masa jabatan/ pangkat 
yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib 
mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 % (dua 
puluh persen) dari jumlah angka kredit yang 
dipersyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat 
lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Perigawas 
Lingkungan Hidup. 

(2) Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina 
Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak 
menduduki jabatanlpangkat wajib mengumpulkan paling 
kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas 
pokok dan pengembangan profesi. 

BAB VIII 
PEMBEBASAN SEMENTARA, 

PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, 
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN 

Bagian Kesatu 
Pembebasan Sementara 

Pasal34 

(1) Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata 

Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan 
Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina 
Tingkat I, golongan ruang IV/ b, dibebaskan sementara dari 
jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan 
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk 
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengawas 
Lingkungan Hidup yang jabatannya lebih rendah dari 

pangkat yang dimiliki. 



Contoh: 

Saudari Sagita, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang 
IV/ b, terhitung mulai tanggal 0 1 - 12-20 1 1, jabatan Kepala 
Bidang Pengawasan Lingkungan pada Kementerian 
Lingkungan Hidup, dipindahkan ke dalam jabatan 
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Muda, terhitung 
mulai tanggal 01-03-2012 dengan angka kredit sebesar 385 
(tiga ratus delapan puluh lima) . Mengingat jabatan Saudari 
Sagita lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka 
apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat 
dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup 
Muda terhitung sejak 0 1-03-20 12 sampai dengan 0 1-03- 
20 17 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif 
untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni 
Pengawas Lingkungan Hidup Madya angka kredit 400 
(empat ratus), maka yang bersangkutan terhitung mulai 
akhir bulan Maret 20 17 dibebaskan sementara dari jabatan 
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup jenjang Muda. 

Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata 
Muda, Tingkat I ,  golongan ruang III/b sampai dengan 
Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina 
Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari 
jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan 
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk 
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas 
Lingkungan Hidup yang akan mendapatkan kenaikan 
pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir. 

Contoh: 

Saudara Fadli, SH pangkat Penata Muda Tingkat I ,  
golongan ruang I11 / b terhitung mulai tanggal 0 1 -04-20 1 2, 
bekerja pada Dinas Pengawasan Pengelolaan Lingkungan 
Kabupaten Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 
0 1-05-20 12 yang bersangkutan diangkat dalam jabatan 
Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata 
Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dengan jumlah 
angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh). Apabila 
dalarn jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam 
jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Pertama 
yaitu 0 1-05-20 12 sampai dengan 0 1-05-20 17 tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan 
pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata, golongan 
ruang III/c dengan angka kredit 200, maka yang 
bersangkutan terhitung mulai akhir bulan Mei 2017 
dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup jenjang Pertama. 



(3) Pengawas Lingkungan Hidup Pertarna, pangkat Penata 
Muda, Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan 
Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina 
Tingkat I, golongan ruang IV/b , dibebaskan sementara dari 
jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalarn pangkat 
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif 
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi 
Pengawas Lingkungan Hidup yang pernah mendapatkan 
kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir. 

Contoh: 

Saudari Titi, SH, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a 
terhitung mulai tanggal 0 1-04-20 12, diangkat sebagai 
pejabat fungsional Madya, yang bersangkutan pernah naik 
pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, 
golongan ruang IV/ b terhitung mulai tanggal 0 1-04-20 16 
dengan angka kredit 600 (enam ratus), apabila dalam 
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat 
Pembina Tingkat I, golongan mang IV/b yaitu 0 1-04-20 16 
sampai dengan 0 1-04-202 1 tidak dapat mengumpulkan 
angka kredit kumulatif untuk naik pangkat setingkat lebih 
tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c 
dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan 
terhitung mulai akhir bulan April 2021 dibebaskan 
sementara dari jabatan fungsional Pengawas Lingkungan 
Hidup jenjang Madya. 

(4) Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina 
Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara 
dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki 
jabatanlpangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan 
paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari tugas 
pokok dan pengembangan profesi. 

(5) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pengawas 
Lingkungan Hidup dibebaskan sementara dari jabatannya 
apabila: 

a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; 

b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional 
Pengawas Lingkungan Hidup; 

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau 

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. 



(6) Pembebasan sementara bagi Pengawas Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2),  ayat (3), dan 
ayat (4) didahului dengan peringatan oleh pejabat penetap 
angka kredit paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas 
waktu pembebasan sementara diberlakukan, dibuat 
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam 
Larnpiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bersama ini. 

(7) Keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional 
Pengawas Lingkungan Hidup, dibuat menurut contoh 
formulir sebagaimana tercantum dalam Larnpiran XI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bersama ini. 

Bagian Kedua 

Penurunan Jabatan 

Pasal35 

(1) Pengawas Lingkungan Hidup yang dijatuhi hukuman 
disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka 
penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan 
tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. 

(2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dinilai sesuai dengan 
jabatan yang baru. 

Bagian Ketiga 

Pengangkatan Kembali 

Pasal36 

(1) Pengawas Lingkungan Hidup yang telah selesai menjalani 
pembebasan sementara karena: 

a. telah 5 (lima) tahun dalarn jabatan terakhir tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan 
bagi Pengawas Lingkungan Hidup yang jabatannya 
lebih rendah dari pangkat yang dimiliki; 

b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat 
setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Lingkungan Hidup 
yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertarna 
sejak diangkat dalam jabatan terakhir; 



c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan 
pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas 
Lingkungan Hidup yang pernah mendapatkan kenaikan 
pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir; dan 

d. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua 
puluh) angka kredit dari tugas pokok dan 
pengembangan profesi untuk Pengawas Lingkungan 
Hidup Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan 
ruang IV/c. 

diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup, apabila telah mengumpulkan angka 
kredit yang ditentukan. 

(2) Pengawas Lingkungan Hidup yang dibebaskan sementara 
karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri 
Sipil, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional 
Pengawas Lingkungan Hidup apabila berdasarkan 
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi 
pidana percobaan. 

(3) Pengawas Lingkungan Hidup yang dibebaskan sementara 
karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional 
Pengawas Lingkungan Hidup, dapat diangkat kembali 
dalarn jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup 
apabila berusia paling tinggi 54 (lirna puluh empat) tahun. 

(4) Pengawas Lingkungan Hidup yang dibebaskan sementara 
karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat 
diangkat kembali dalarn jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup apabila telah selesai menjalani cuti di 
luar tanggungan negara. 

(5) Pengawas Lingkungan Hidup yang dibebaskan sementara 
karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, 
dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup apabila telah selesai menjalani tugas 
belajar. 

(6) Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan 
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dibuat menurut 
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
X I  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bersama ini. 



Pengangkatan kembali ke dalam jabatan Pengawas Lingkungan 
Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pengawas Lingkungan Hidup yang diangkat kembali ke 
dalam jabatan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) menggunakan angka 
kredit terakhir yang dimiliki dan ditarnbah dengan angka 
kredit dari tugas pokok yang diperoleh selama dalam 
pembebasan sementara; 

b. Pengawas Lingkungan Hidup yang diangkat kembali ke 
dalam jabatan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal36 ayat (2) dan ayat (4) menggunakan 
angka kredit terakhir yang dimiliki; dan 

c .  Pengawas Lingkungan Hidup yang diangkat kembali ke 
dalam jabatan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal36 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan 
angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan 
angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh 
selama dalam pembebasan sementara. 

Bagian Keempat 

Pemberhentian 

Pasal38 

(1)  Pengawas Lingkungan Hidup diberhentikan dari 
jabatannya, apabila: 

a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan 
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (I), tidak dapat mengumpulkan 
angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih 
tinggi bagi Pengawas Lingkungan Hidup yang jabatannya 
lebih rendah dari pangkat yang dimiliki. 

b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan 
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan 
angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih 
tinggi bagi , Pengawas Lingkungan Hidup yang akan 
mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat 
dalarn jabatan terakhir. 

c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan 
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan 
angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat 



setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Linghngan Hidup 
yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak 
diangkat dalam jabatan terakhir. 

d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan 
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (4) tidak dapat mengumpulkan 
angka kredit yang ditentukan. 

(2) Keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional 
Pengawas Lingkungan Hidup dibuat menurut contoh 
formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI11 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bersarna ini. 

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan 
kembali, dan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB IX 

INPASSING/ PENYESUAIAN DALAM 

JABATAN DAN ANGKA KREDIT 

Pasal40 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 201 1 telah dan masih 
melakukan tugas di bidang pengawasan lingkungan hidup 
berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang dapat 
diangkat ke dalarn jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup melalui inpassing/penyesuaian dengan 
ketentuan: 

5 

a. berijazah paling rendah Sarjana (S 1) /Diploma IV, 
b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan 

ruang I11 / b; 

c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. .dasar 
Pengawas Lingkungan Hidup; 

d. telah dan masih melaksanakan tugas pengawasan 
lingkungan hidup paling sedikit 2 (dua) tahun; 

e. sesuai dengan ketentuan formasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi 
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan 
Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka 
Kreditnya; dan 



f. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan 
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
(DP-3), paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun 
terakhir . 

(2) Jumlah angka kredit inpassing/ penyesuaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pada 
pendidikan, pangkat/ golongan ruang, dan masa kerja 
pangkat/golongan ruang sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 
2011. 

(3) Masa  kerja dalam pangkat/golongan ruang sebagai dasar 
perhitungan angka kredit kumulatif inpassing/penyesuaian 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 dihitung dalam 
pembulatan ke bawah, yaitu: 

1 - 
a. masa kerja dalam pangkat/golongan ruang kurang dari 

1 (satu) tahun masuk dalam kolom kurang 1 (satu) 
tahun ; 

b. masa kerja dalam pangkat/golongan ruang 1 (satu) 
tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk 
dalam kolom 1 (satu) tahun; 

c. masa kerja dalam pangkat/golongan ruang 2 (dua) tahun 
sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam 
kolom 2 (dua) tahun; 

d. masa kerja dalam pangkat/golongan ruang 3 (tiga) tahun 
sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun masuk 
dalam kolom 3 (tiga) tahun; dan 

e. masa kerja dalam pangkat/golongan ruang 4 (empat) 
tahun atau lebih masuk dalam kolom 4 (empat) tahun. 

(4) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 
201 1, hanya berlaku sekali selama masa 
inpassing/ penyesuaian. 

(5) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai 
Negeri Sipil yang diinpassing/disesuaikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), maka dalam melaksanakan 
inpassing/ penyesuaian perlu mempertimbangkan formasi 
jabatan. 



(6) Keputusan inpassing/ penyesuaian dalam jabatan dan 
angka kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan 
Hidup, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
mengangkat dan memberhentikan Pengawas Lingkungan 
Hidup dibuat menurut contoh forrnulir sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. 

(1) Inpassinglpenyesuaian dalam jabatan dan angka kredit 
jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup di 
lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan mulai 
tanggal 1 Agustus 20 1 2 dan harus selesai ditetapkan paling 
larnbat tanggal 3 1 Juli 2013 dengan ketentuan berlakunya 
surat keputusan inpassing/penyesuaian terhitung mulai 
tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penetapan. 

(2) Pegawai Negeri Sipil Yang dalarn masa 
inpassingl penyesuaian telah dapat dipertimbangkan 
kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalarn 
jabatan dan angka kredit Pengawas Lingkungan Hidup 
terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya 
agar dalam inpassing/penyesuaian jabatan dan angka 
kredit telah digunakan pangkat terakhir. 

BAB X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal42 

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional 
Pengawas Lingkungan Hidup tidak dapat menduduki jabatan 
rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan 
struktural. 

Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan 
kesatuan tindak dalarn melaksanakan pembinaan Pengawas 
Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup selaku 
Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Lingkungan 
Hidup mempunyai kewajiban antara lain sebagai. berikut: 

a. menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan 
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; 



b. menetapkan pedoman formasi jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup; 

c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional 
Pengawas Lingkungan Hidup; 

d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup; 

e . rnengusulkan batas usia pensiun jabatan fungsional 
Pengawas ~ i n g k u n ~ a n  Hidup; 

f. mensosialisasikan jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup dan petunjuk pelaksanaannya; 

g. menetapkan kurikulum pendidikan dan pelatihan 
fungsional/ teknis fungsional bagi Pengawas Lingkungan 
Hidup; 

h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 
fungsional/ te knis bagi Pengawas Lingkungan Hidup; 

i. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional 
Pengawas Lingkungan Hidup; 

j. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup; 

k. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan 
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; 

1. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi 
jabatan fungsional Pengawas Lingwgan Hidup; 

m. monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup; dan 

n. melakukan pembinaan terhadap tim penilai jabatan 
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. 

BAB XI 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal44 

Ketentuan teknis Peraturan Bersarna ini diatur lebih lanjut 
oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. 



Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bersama Menteri Negara ~ i n g k u n ~ a n  
Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 26 Juli 20 12 

KEPALA MENTERI NEGARA 

BADAN HIDUP, 

MBUAYA 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 7 *gustus 2012 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

AMIR SYAMSUDIN 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 787 

'b 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BERSAMA 
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
TENTANG 
KETENTUAN PEWANAAN PERATURAN MENTERI 
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN 
201 1 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS 
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA 

CONTOH 
KEPUTUSAN 
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM 
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HlDUP 

KEPUTUSAN 
MENTERIJ GUBERNURIBUPATIJ WALIKOTA*) 

NOMOR : ............................................... 
TENTANG 

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 

MENTERI / GUBERNURJBUPATIJWALIKOTA,') 

Menimbang : a. bahwa sebagaimana Pasal 28 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional 
Pengawas Lingkungan Hidup dan A ~ g k a  Kreditnya, dipandang perlu untuk 
mengangkat Saudara ................ dalarn jabatan fungsional Pengawas Lingkungan 
Hidup .................. .; 

b. ......................................................................................................................... .; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
undang Nomor 43 Tahun 1999; 

2. Perahlran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 ; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pernerintah Nomor 63 Tahun 2009; 

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 39 Tahun 20 11; 

5. Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan 
........................................ Kepegawaian Negara Nomor ...................... dan Nomor 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan 

............ PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil : 
a. Nama ............................................................. 
b. NIP .............................................................. 
c. Pangkat/golru/TMT .............................................................. 
d. Unit kerja .............................................................. 

................... ........................... Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar 
KEDUA : **) ............................................................................................................ 
KETIGA : **) .......................................................................................................... 
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ddam keputusan ini akan d i a d h  

perbaikan dan perhi-gan kembali sebagaimana mestinya. 

KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk 
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : ....................... 
........................ Pada Tanggal : 

Tembusan : 
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*) 
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian 

instansi yang bersangkutan;') 
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 
5.  Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah 

yang bersangkutan.*) 
6 .  Pejabat instansi lain yang berkepentingan. 

*) Coret yang tidak perlu. 
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. 



LAMPIRAN I1 
PERATURAN BERSAMA 
MENTERI N E G W  LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
TENTANG 
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN 
201 1 TENTANQ JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS 
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA 

CONTOH 
KEPUTUSAN 
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN 
DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL 
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 

KEPUTUSAN 
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKCYTA*) 

NOMOR : ............................................... 
TENTANG 

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN 
DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENOAWAS LINGKUNGAN HIDUP 

Mepimbang 

Mengingat 

: a. bahwa sebagaimana Pasal 29 Peraturan Mentcri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 201 1 tentang Jabatan Fungsional 
Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk 
mengangkat Saudara ................ ddam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan 
Hidup .................. .; ....................................................................................................................... b. ...; 

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
undang Nomor 43 Tahun 1999; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagairnana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 39 Tahun 201 1; 

5. Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor ...................... dan Nomor ...................................... .; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan 

............ PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil : 
a. Nama ........................................................................... 
b. NIP ........................................................................... 
c. Pangkat/golru/TMT ........................................................................... 
d. Unit k e j a  ........................................................................... 

......................................... ............................... Dalam jabatan d e n  angka kredit sebesar 
KEDUA : **) ......................................................................................................................................... 
KETIGA : **) ......................................................................................................................................... 
KEEMPAT : Apahila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan 

perpaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 

KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk 
diketahui dan diindahknn sebagaimana mestinya. 

....................... Ditetapkan di : 
Pada Tanggal : ........................ 

NIP. 
Tembusan : 
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*) 
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian 

instansi yang bersangkutan;*) 
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharm Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah 

yang bersangkutan.') 
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan. 

*) Coret yang tidak perlu. 
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu 



LAMPIRAN 111-A 
PERATURAN BERSAMA 
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KETENTUAN PENSANAAN PERATURAN MENTERI 
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMAS1 BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN 
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS 
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA 

CONTOH : 
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL 
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA 

NOMOR : 

Instansi : ...................................... Masa penilaian Bulan . . . . . . . .s/d .. . . . . . . . . . . Tahun . . . . . . . . . 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

KETERANGAN PERORANGAN 

N a m a  

N I P  

Nomor Sen Kartu Pegawai 

Tempat dan Tanggal Lahir 

Jenis Kelamin 

Pendldlkan yang telah diperhitungkan Angka Kreditnya 

Pangkat/Golongan Ruang/TMT 

Jabatan Pengawas SekolahfTMT 

9 Masa Ke rja Golongan 
- 

10 Unit Kerja 

UNSUR YANG DINIW 

NO 

1 
I 

ANGKA KREDIT MENURUT 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

2 
UNSUR UTAMA 

5 lamanya antara 8 1 - 160 jam 

6 lamanya antara 30 - 80 jam 
i 

C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan 
n 

Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan 111 

INSTANSI PENGUSUL 

1 

2 

LAMA 
3 

TIM PENILAI 

LAMA 
6 

PENDIDIKAN 

BARU 
4 

A. 

----- 

PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP 

JUMLAH 
5 

BARU 
7 

Mengikuti pendidkan formal dan memperoleh gelar/dazah 

1 I ~ o k t o r  (S3) 

A 

JUMLAH 
8 

Pengawaw Langsung 

1 Persiapan pengawasan lingkungan hidup 

a 

b 

c 

d 

Melakukan koordinaai dcngan pih& terkait dalam 
rangka persiapan pcngawaean, sebagai anggota 

Menyuaun agenda rcncana pengawasan di setiap 
kunjungan lapangan 

Menyiapkan formulir Bcrita Acara (BA) 

Mempersiapkan peralatan d m  bahan 



UNSUR, SUB U 

limbah B3, kompleksitas ren 

ah, kompleksitas readah 



UNSUR YANG D I N I W  
AWGKA KREDIT MEWRUT 

NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR ICEGIATAN INSTANS1 PENGUSUL TIM PENILAI 
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU J U M W  

1 2 3 ' 4  5 6 7 8 

5) Melakukan pkmeriksaan sarnna pengolahan 
sludge IPAL, kompleksitas scd~ng 

pencemaran udara (scrubber, electric 





UNSUR YANG DINIW 
ANGKA KREDIT MENURUT 

NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENOUSUL TIM PENIW 
LAMA BARU JUMWI LAMA BARU JUMLAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 
a Dalarn bentuk buku yemg diterbitkan dan 

diedarkan secara nasional 

b Dalam bentuk malrnlah yang diakui oleh LIP1 
4 Membuat karya tulisfkarya ilmiah bempa tinjauan 

atau ulasan ilmiah hasil gagasan sen& di bidang 
pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum 

hukum lingkungan yang tidak dipublikasikan : 



NO 

1 

DINIW 

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG 

UNSUR YANO 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN 

2 

ANGKA KREDIT 

2 

LAMA 
3 

MENURUT 

LAMA 
6 

a 
* 

b 

c 

INSTANSI 

BARU 
4 

Nasional / Internasional 

Ropinsi 

Kabupaten / Kota 

F 

PENGUSUL 

JUMLAH 
5 .  

TIM PENW 

BARU 
7 

JUMLAH 
' - 8  

JUMLAH UNSUR PENUNJANG 

Penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya 

Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya 

a 

b 

c 

1 

30 (tiga puluh) tahun 

20 (dua puluh) tahun 

10 (sepuluh) tahun 

Memperoleh ijazah / gelar yang tidnk sesuai tlengan 
bidang tugasnya 

a 

b 

c 

Doktor (S-3) 

Pasca sarjana (S-2) 

Sarjana ( S- l)/Diploma IV 



*) Dicoret yang tidak perlu 



I 

IV 

V 

VI 

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK 

1 Surat pernyataan mengikuti p e n d i m  dan pelatihan 
2 Surat pernpataan melakukao kegiatan pengawasan lingkungan hidup 

3 Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 
4 Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 

CATATAN PEJABAT PENGUSUL 
1 .................... 
2 .................... 
3 ..................... 
4 dan seterusnya 

.................................... 
(jabatan) 

(nama pejabat pengusul) 
NIP : 

CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI 
1 .................... 
2 .................... 
3 ..................... 
4 dan seterusnya .................................... 

(nama penilai I ) 
NIP : 

................................... 

(nama penilai II ) 
NIP : 

CATATAN KETUA TIM PENILAI 
1 .................... 
2 .................... 
3 ..................... 
4 dan seterusnya 

..................................... 
KetuaTimPenilai 

(nama) 
NIP : 



LAMPIRAN 111-B 
PErnTURAN BERSAMA 
MENTERJ NEGARA WNGKUNGAN HIDUP DAN 
KEPALA BADAN K E P E O A W W  NEGARA 
TENTANO 
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN 
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 
TAHUN 20 11 TENTANO JABATAN FUNGSIONAL 
PENOAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA 
K R E D r n A  

CONTOH : 
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL 
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MUDA 

DAFTAR USUI. PENETAPAN ANGKA KREDjT 
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MUDA 

NOMOR : 

Instansi : ...................................... Masa penilaian Bulan ........ s / d  ... ...... Tahun ......... . . 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

KETERANGAN PERORANGAN 

N a m a  

N I P  

Nomor Seri Kartu Pegawai 

Tempat d a n  Tanggal Lahir 

Jenis Kelarnin 

Pendidikan yang telah diperhitungkan Angka Kreditnya 

Pangkat/Golongan Ruang/TMT 

Jabatan  Pengawas Sekolah/TMT 

Masa Ke j a  Golongan 
Lama 
Baru 

Unit K e j a  



NO 

1 

DlNILAl 

LAMA 
3 

I 

UNSUR YANO 

UNSUR, S U B  UNSUR DAN BUTIR ICEGIATAN 

2 

MENURUT 

LAMA 
5 ' 6 - 7  

-- 

d 

e 

f 

g 

INSTANSI 

BARU 
4 

1 
I 

Menyusun telaahan, peraturan pemndang- 
undangan terkait dan riwayat kineja pengelolaan 
lingkungan hidup usaha dan / atau kegiatan 

Mempersiapkan peralatan dan bahan penyelaman 

Menyiapkan checklist data dan informasi yg ingin 
didapat dari pengawasan 
Melakukan overlay informasi hot spot dan pada 
lokasi pengawasan lainnya. t 

TIM P E N I W  

BARU 

ANOKA KREDTT 
PENQUSVC 

JUMLAH 

I 

I 

I 

1 

JUMLAH 
8 

I 

[ 

1 

I 

I 
I 

2 
a 

b 

c 

d 

e 

Pelaksanaan pengawasan linghmgan 'hidup 
M e m a n  pertemuan pendahuluan sebagai 
anggota 
Memeriksa dokumen terkait dengan kewajiban 
perusahaan dalam pengelolaan lingkungan 
(AMDAL, UKL, UPL, Peijinan dan dokumen 
lingkungan lainnya) 
Pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan 
yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Mengawasi kegiatan manufaktur, kompleksitas 
rendah 
Mengawasi kegiatan prasarana dan jasa, 
kompleksitas sedang 
Mengawasi kegiatan agro industri, 
kompleksitas sedang 
Mengawasi kegiatan pertambangan energi dan 
migas menimbulkan pencemaran danlatau 
pemsakan lingkungan, kompleksitas sedang 

Mengawasi kegiatan transportasi 

Melrikukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Melakukan pemeriksaan gudang/ tempat 
penyimpanan B3, kompleksitas sedang 

Melakukan pemuiksaan sarana transportasi 
B3 

Melatnrkan pengawasan proses produksi B3 

a) 

b) 

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan 
pengelolaan limbah B3 

Inventory bahan yang digunakan 

Inventory bahan yang diproduksi 

1) 

2) 

3) 
I 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Melakukan pengawasan penggunaaan B3 

Melakukan pengawasan peredaran B3, 
kompleksitas sedang 

Melakukan pengawasan sumber - sumber 
limbah B3, komleksitas sedang 

Melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan 
limbah B3, kompleksitas sedang 

Melakukan pengawasan pemnnfantnn limbah 
B3, kompleksitas sedang 

Melakukan pengawasan pengolahnn limbah 
B3, kompleksitas sedang 

Melakukan pengawasan kegiotan ekspor, impor 
limbah B3 

Melakukan pemeriksaan tank cleaning 

Melakukan pengawasan tumpahan limbah B3 
di laut, pemeriksaan pelaksanaan dean up  
(pembersihan lumpahan) di wilayah pesisir 

Melakukan pemeriksaan penimbunan limbah 
B3, Land fill kelas 2 



NO 

, 1  

DINIW 

+ 

LAMA 
3 

UNSUR YANG 

INSTNISI 

BARU 
4 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN 

2 
Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran air 

ANQKA KREDIT 
PENQUSUL 

J U M W I T  
* 5 

1) 

2) 

3) 

5) 

6) 

TIM PENILAI 

BARU 
' 7  

MENURUT 

I 
LAMA 

6 

Melakuksn pemerikeaan sumber-sumber 
pengeluaran air limbah, kompleks~tas tingg 

Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air 
limbah, kompleksitas sedang 

Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan 
sludge IPAL, kompleksitas tinggi 

4)'Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan 
air limbah, kompleksitas sedang 

Melahkan pemeriksaan neraca penggunaan 
air 

Melakukan pemeriksaan pelaksanaan injeksi 
air terproduksi . 

JUMLAM 
8 

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pmgendalian pencemaran udara 

1) 

2) 

3) 

4) 

Melakukan pemenksaan sumber-sumber 
pencemaran udara, kompleksitas sedang 

Melakukan pemeriksaan posisi lubang 
pengambilan sample emisi serta sarana 
prasarana pengambilan sample 

Melakukan pemenksaan sarana pengendalian 
pencemaran udara (scrubber, electric 
precipitator, bag house), kompleksitas sedang 

Melakukan pemerksaan contmuous emission 
monitoring system (CEMS) atau hasil analisis 
pemantauan emisi udara baku mutumanual 
untuk melhat penaatan pada ketentuan secara 
manual untuk melihat penataan pada 
ketentuan baku mutu 

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendahan pencemaran sumber bergerak, 
Melakukan pemeriksaan penaatnn bqku emrsl 
kebisingan sumber bergerak 

Melakukan pengawasan penaatnn pel~ksmaan 
Pengelolaan limbah padat non B3 danlatau 

1) 

2) 

3) 

Melakukan pemeriksaan sarnna pernanfaatan 
limbah padat non B3 dan/ateu sarnpah, 
kompleksitas tinggi 

Melakukan pemeriksaan TPA dan TPST, 
Pemeriksaan terhadap pengolahan air lindi 
(leacheate) 
Melakukan pemeriksaan pelaksanaan 
Extended Produsen Responsibility (EPR) 

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian kerusakan kegiatan penambangan, 
dengan melakukan pemeriksaan lubang galian 
tambang (kelerengan, kedalaman ratio,bukaan, 
jarak) 

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengendalian kerusakan lahan 

1) 

2) 

MelaNcan pemeriksaan kegiatan pembukaan 
dalam rangka penyiapan lahan 

Melakukan pemuiksaan sarana dan prasana 
pengendalian kerueakan lahan(menara 
pengawas,aedimentrap, sumber air. 
peringatan dini, peralatan pemadam) 

Melakukan pengawasan penaatan bidang 
keanekasagaman hayati 

1) Melakukan pemeriksaan se- 
keanekaragaman hayati untuk produk 
rekayasa genetika 



UNSUR YANG DINILAJ 

NO 

1 

- 
ANGKA I<REDIT MENURUT 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL 

m 

n 

B 

LAMA 
3 

LAMA 
6 

o 

p 

q 

r 
s 

t 

- 
1 

2 

2 
BARU 

4 

PENIW 
BARU 

7 

2) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6 )  

7 )  

8) 

JUMLAH 
5 

JUMLAH 
8 

Melakukan pemeriksaan kelengkapan 
dokumen dan informasi pemasukan / 
pengeluaran produk rekayasa genetik (PRG) 

Melakukan pengawasan dan/atau pemantauan 
ekosistem padang lamun yang mengalam1 
kerusakan 
Melakukan pengawasan dan/atau pemantauan 

Melakukan pengawasan dan atau pemantauan 
ekosistem pantai yang mengnlaml kerusakan 

Melakukan pengawasan dan/ntnu pemnntauan 
ekosistem terumbu karang ynng rneng~lami 
pencemaran 
Melakukan pengawasan dan/atau pencemaran 
ekosistem padang larnun yang mengalam1 
pencemaran 
Melakukan pengawasan dan/atau pemantauan 
ekosistem mangrove yang mengalam1 
pencemaran 
Melakukan pengawasan dan/atau pemantauan 
ekosistem pantai yang mengalami pencemaran. 

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
sistem tanggap danuat dengan melakukan 
pemerikaaan dilokasi pengelolaan B3 

Melakukan pengambilan sampel emisi udara 
1) l~omposite sample 
2) l ~ r a b  sample 
Melakukan pengukuran parameter di lapangan 

(In-Situ), Kompleksitas tinggi 

Membuat rekaman audio visual 
Melakukan pertemuan penutup dengan 
Pembuatan berita acara pengambitan sampel dan 
hasil pengukuran In-Situ 

Melakukan penyusunan laporan pengawasan, 
Kompleksitas sedang 

Tindak lanjut pelaksanan pengawasan lingkungan 
hidup 

---- 
, 

a 

b 

C 

Melakukan pengawasan penaatan bidang 
ekosistem perairan darat 

Melakukan penyusunan konsep surat sanksi 
administrasi, Paksaan pemerintah 

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait 
(antara lain Penyidik) 

Melakukan pemantauan pe l aksank  kesepakatan 
penyelesaian sengketa lingkungan diluar 
pengaditan atau putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap, Kompleksitas sedang 

1) 

2) 

Pmgawasan tidak langsung 
Pengolahan data dengan melakukan pengolahan data 

Evaluasi laporan rutin dengan melakukan 
pembahaaan laporan rutin perusahaan, sebagai 
peserta 

JUMLAH 

Melakukan pengawasan ekos~stem perairan 
danau /waduk 
Melakukan pengawasan ekosistem sungru 

Melalcukan pengawasan penaatan b~dang pesisir 
clan 
1) 

laut , 
Melakukan pengawasan dan /atau 
pemantauan ekosistem terumbu karang yang 
mengalami kerusakan, Kompleksitas Sedang 



~ 

l 

- 15- 
VNSUR YANG DlNILAI 

NO 

1 

ANGKA W D I T  MENURUT 

I1 

3 

INSTANSI PENOUSUL 
LAMA 
3 

TIM PENILAI 

UNSUR 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN 

2 

PENGEMBANGAN PROFESI 

LAMA 
6 

A. 

PENUNJANG TUGAS 

BARU 
4 

B. 

C 

A. 

B. 

JUMLAH' 
5 

BARU 
7 

a. l ~ a l a m  bentuk buku 

Pembuatan karya tulis lkarya ilmiah di bidang 
pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum 
lingkungan 

JUMLAH 
8 

1 

2 

PENUNJANG 

atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang 
pengawasan lingkungan hidup dan penegakan 
hukum lingkungan yang tidak di publikasikan 

a l ~ a l a m  bentuk buku 
b l ~ a l a m  bentuk makalah 

Pene rjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di 
bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan 
hukum lingkungan 

Mengajar/melatih/tutor/ fasilitator di bidang pengawasan 
lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan 

1 (~engajarlmelatih pada pendidikan dan pelatihan di 

Peran serta dalam seminar/lokakaxya/ konferensi di 
bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan 
hukum lingkungan 

' 1 

2 

1 

Membuat karya tulislkarya ilimiah, hasil penelitian, 
pengkajian, survey, dan evaluasi di bideng 
pengawasan lingkungan hidup dan penegakan 
hukum lingkungan yang dipublikasikan: 

Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensildi 
bidang pengawasan lingkungan hidup d m  penegakan 
hukum lingkungan 

a. 

b. 

Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di 
bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan 
hukum lingkungan yang dipublikasikan: 

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan 
diedarkan secara nasional 
Dalarn majalah ilmiah yang diakui oleh LIP1 

a 

Pembuatan buku pedoman/petunjuk 
pelaksanaan/petunjuk teknia di bidang pengembangan 
pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum 
lingkungan 

Membuat kmya tulis/karya tulis, hasil penelitian, 
pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang 
pengawasan lingkungan hidup dan penegakan 
hukum lingkungan yang dipublikasikan : 

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan 
diedarkan secara nasional 
Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh 
LIPI 

1 

Menejemahkan/menyadur buku atau kaxya ilmiah d 
bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan 
hukum lingkungan yang tidak dipublikasikan : 

a J ~ a l a m  bentuk buku 
b [Dalam bentuk makalah 

Pembuatan buku pedoman/petunjuk 
pelaksanaan/petunjuk teknik di bidang pengawasan 
lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan 

JUMLAH 
JUMWI UNSUR UTAMA 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN 

I I I I 

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG I I I I 



Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/& bawah 

I 
-- 

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG I 1 I I I I I 
7 Dicoret yang tidak perlu 



111 

IV 

V 

VI 

LAMPIRAN PENDUKUNO DUPAK 

1 Swat pemyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan 
2 Swat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup 

3 Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 

4 Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 

CATATAN PEJABAT PENGUSUL 
1 .................... 
2 .................... 
3 ..................... 
4 dan seterusnya 

.................................... 
(jabatan) 

(nama pejabat pengusul) 
NIP : 

CATATAN ANGGOTA TIM PENIW 
1 .................... 
2 .................... 
3 ..................... 
4 dan seterusnya .................................... 

(nama penilai I ) 
NIP : 

................................... 

(nama penilai I1 ) 
NIP : 

CATATAN KMZTA TlM PENIW 
1 .................... 
2 .................... 
3 ..................... 
4 . dan seterusnya 

..................................... 
Ketua Tim Penilai 

(nama) 
NIP : 



LAMPIRAN 111-C 
PERATURAN BERSAMA 
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
TENTANG 
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN 
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNMN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 
39 TAHUN 20 11 TENTANG JABATAN 
FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 
DAN ANGKA KREDITNYA 

CONTOH : 
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNOSIONAL 
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MADYA 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MADYA 

NOMOR : 

Ins tans i  : ...................................... Masa penilaian Bulan.. . . . . . . . .s/ d . . . . . . . . . T a h u n  . . . . . . . . . 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

KETERANGAN PERORANGAN 

N a m a  

N I ' P  

Nomor Seri  Kartu Pegawai 

Tempat  dan Tanggal Lahir 

Jenis  Kelamin 

Pendidikan yang telah diperhitungkan Angka Kreditnya 

Pangkat/Golongan Ruang/TM'I' 

Jabatan Pengawas Sekolah/TMT 
Lama 

Masa Ke rja Golongan Baru 
Unit Ke rja 

UNSUR YANG D I N I W  

NO 

1 
I 

didapat  dari pengawasan 

ANGKA KREDIT MENURUT 
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN 

2 
UNSURUTAMA 

INSTANSI PENGUSUL 

1 

LAMA 
3 

TIh4 PENILAI 

LAMA 
6 

PENDIDIKAN 

BARU 
4 

' A. 

J U M W I  
5 

BARU 
7 

Mengikuti p e n d i m  formal dan memperoleh 

1 I ~ o k t o r  (S3) 

JUMLAH 
8 



NO 

, 1  

DINIW 

INSTANSI 

LAMA 

I 

UNSUR YANG 
KREDIT 

LAMA 

6 

I 

I 

2 

BARU 
3 - 4 5  

I 

ANGW 
PENGUSUL 

JUMLAH 

MENURUT 
TIM PENILAI 

BARU 
7 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR ICEOIATAN 

2 
JUMLAH 

8 
e Melakukan kajian awal perubahan tutupan lahan 

pada lokasi kegiatan pengawasan dan ekosistem 
yang ada (overlay peta pembahan tutupan lahan 
di lokasi pengawasan) 

a 

b 

c 

d 

e 

Pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup 
Melakukan pertemuan pendahduan sebagai ketua 

Pemenksaan terhadap sumber-sumber kegiatan 
yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan. 

1) 

2) 

3) 

4) 

Mengawasi kegiatan manufaktur, . 
kompleksitas tinggi 
Mengawasi kegiatan prasarana dan jasa, 
kompleksitas tinggi 

Mengawasi kegiatan agro industri, 
kompleksitas tinggi 
Mengawasi kegiatan pertambangan energi dan 
migas meaimbulkan pencemaran dan/atau 
perusalcan lingkungan, kompleksitas tinggi 

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan 
pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

1) 

2) 

3) 

4) 

Melakukan pemenksaan gudang/ tempat 
penyimpanan B3, kompleksitas tinggi 

Melakukan pengawasan proses produksi B3, 
Handling ( Penanganan bahan) 

Melakukan pengawasan peredaran B3, 
kompleksitas tinggi 
Melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan registrasi dan notifiiasi B3 

Melakukan pengawasan penaataq pelaksanaaan 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

pngelolaan limbah B3 
Melakukan pengawasan sumber - sumber 
limbah B3, kompleksitas tinggi 

Melakukan pemeriksaan tempat penyunpanan 
limbah B3, kompleksitas tinggi 

Melakukan pengawasan pengumpulan limbah 
B3 
Melakukan pengawasan pernanfaatan limbah 
B3, kompleksitas tinggi 
Melakukan pengawasan pengolahan limbah 
B3, kompleksitas tinggi 
Melakukan pemeriksaan dumping Lirnbah B3 

Melakukan pemeriksaan Recept~on Faclhty 
(RF) di pelabuhan 
Melakukan pengawasan lnhnn terkontaminasi 
dan clean up limbah B3 
Melakukan pengawasan tumpahan hnbah B3 
di laut dengan menyusun rekomendasi untuk 
penghentian sumber pencemar dan 
pengisolasian pencemaran 

he la~ukan  pemeriksaan penimbunan limbah 
B3 

a) 

b) 

pengendalian pencemaran air 

Commisioning 

Land trll kelas 1 

1) 

2) 

Melakukan pemeriksaan pasca penimbunan 
limbah B3 (setelah tutup land fill) 

Melakukan pengawaean penaatan pelaksanaan 

Melakukan pemuiksaan sarana pengolahan 
air limbah, kompleksitas tinggi 

Melakukan pemuiksaan sarana pemanfaatan 
air limbah, kompleksitas tinggi 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN 



UNSUR YANQ DINILAJ 

NO 

1 

A N W  W D I T  MENURUT 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR IEGIATAN 

2 

INSTANSI PENQUSUL 

1 

TIM P E M W  

W 
3 

Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir 
dan laut, dengan melakukan pengawasan dan 
latau pemantauan ekosistem terumbu karang 
yang mengalami kerusakan, kompleksitas tin@ 

JUMLAH 
8 

BARU LAW4 1 BARU JUMLAH 
4 . 5  6 7 



UNSUR YANG DINIW 

NO 

1 

ANGKA KREDlT MENURUT 
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR I<EGIATAN 

2 

INSTANSI PENGUSUL 

2 

TIM PENILAI 

D- bentuk majalah ilmiah ynng dinkui oleh 
LIPl 

Mene rjemahkan/menyadur buku ntnu knrya ilrniah di 
bidang pengawasan ligkungan hidup dart penegakan 
hukum lingkungan yang tidak dipubliasikan : 

LAMA 
6 

JUMLAH 
4 . 5  

CAMA 
3 

BARU BARU 
7 .  

JUMLAH 
8 



Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/& bawah 

') Dicoret yang tidak perlu 



In 

IV 

V 

VI 

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK 

1 Surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan 
2 Surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup 

3 Surat pemyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 

4 Surat pemyataan melakukan kegiatan penunjang 

CATATAN PEJABAT PENGUSUL 
1 .................... 
2 .................... 
3 ..................... 
4. dan seterusnya 

.................................... 
(jabatan) 

(nama pejabat pengusul) 
NIP : 

CATATAN ANGGOTA TIM PENlLAl 
1 .................... 
2 .................... 
3 ..................... 
4 dan seterusnya .................................... 

(nama penilai I ) 
NIP : 

................................... 

(nama p e w  I1 ) 
NIP : 

CATATAN KETUA TIM PEN1 W 
1 .................... 
2 .................... 
3 ..................... 
4 dan seterusnya 

..................................... 
Ketua Tim Penilai 

(n-a) 
NIP : 



L A M P I F  N 
PERATURAN BERSAMA 
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
TENTANG 
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROWSI  NOMOR 39 TAHUN 
201 1 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS 
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA 

CONTOH 
SURAT PERNYATAAN 
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNQAN HlDUP 

SUMT PERNYATAAN 
TELAH MENGIKUTl PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 
NIP 
Pangkat/golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Keja  

Menyatakan bahwa : 

Nama 
NIP 
Pangkatfgolongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Ke rja 

Telah m e n w t i  pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagai berikut : 

Demikian pemyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestidya. 



LAMPIRAN V 
PEMTURAN BERSAMA 
MENTERI NEOARA LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
TENTANG 
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN 
20 11 TENTANQ JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS 
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA 

CONTOH 
SURAT PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN 
PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP 

SURAT PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 
NIP 
Pa.ugkat/golongan mang/TMT 
Jabatan 
Unit Ke rja 

Menyatakan bahwa : 

Nama 
NIP 
Pangkat/golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Keeja 

Telah melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sebagai berikut : 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

.................................................. 
Atasan Langsung 

NIP 



LAMPIRAN VI 
PERATURAN BERSAMA 
MENTERI NEOARA LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
TENTANG 
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
NEQARA PENDAYAGUNAAN AF'ARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN 
201 1 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS 
LINOKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA 

CONTOH 
SURAT PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI 

SURAT PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 
NIP 
Pangkat/golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Ke rja 

Menyatakan bahwa : 

Nama 
NIP 
Pangkat/golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Ke rja 

~ e i a h  melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut : 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat tiipergunakan sebagaimana mestinya. 

a...................,............................. 

Atasan Langsung 



ww VII 
P E W R A N  BERSAMA 
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
TENTANG 
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMAS1 BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN 
201 1 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS 
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA 

CONTOH 
SURAT PERNYATW - - 

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS 
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 

SURAT PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS 

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 
NIP 
Pangkat/golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Ke rja 

Menyatakan bahwa : 

Nama 
NIP 
Pangkat/golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Ke rja 

Telah rnelakukan kegiatan penunjang tugas jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagai 
berikut : 

Demikian pemyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

2. 
3. 

dst 

..................................... "..,......* 
Atasan Langsung 

' 

NIP 



LAMPIRAN VIII 
PERATURAN BERSAMA 
MENTERI NEGARA LWGKUNGAN HIDUP DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

CONTOH 
PENETAPAN ANGKA KREDIT 

TENTANG 
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN 
201 1 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS 
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA 

PENETAPAN ANGKA KREDIT 
........................................................................................ 

NOMOR : / / / 

Instansi : ................................. Masa Penilaian : .......... .s/d... ............ 

&&I- disampaikan dengan hormat kepada: 
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Inforrnasi Kepegawaian 

I 

I1 

111 

- 

TEMBUSAN disampaikan kepada: 
1. Pengawas Lingkungan Hidup yang bersangkutan; 
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkut 
3.Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; 
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 

............... Ditetapkan di : 
................ Pada tanggal : 

................................. 
NIP. 

KETERANGAN PERORANGAN 

JABATAN.. ........................ ../ PANGKAT. ............................. / TMT .......................... 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

LAMA 

N a m a  

N I P  

Nomor Seri KARPEG 

Pangkat / Golongan Ruang / TMT 

Tempat dan Tanggal Lahir 

Jenis Kelamin 

Pendidikan Tertinggi 

Jabatan Fungsional / TMT 

BARU 

Masa keja golongan 

JUMLAH 

1 

2 

Lama 

Baru 

Unit ke rja 

Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang 

DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKAN DALAM 

PENETAPAN ANGKA KREDIT 

UNSURUTAMA 

A 

B 

c 

Pendidikan 

Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh 
. 

) gelarlijazah 
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan fungsional 

2, dan memperoleh SertiWsat atau Surat Tanda 
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 

3) Diklat prajabatan golongan 111 

Kegiatan pengawasan lingkungan hidup 

Pengembangan Profesi 

Jurnlah Unsur Utama 

UNSUR PENUNJANG 

Penunjang tugas jabatan fungsional Pengawas Lingkungan 
Hidup 

Jumlah Unsur Penunjang 



LAMPIRAN IX 
PEFWTURAN BERSAMA 
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
TENTANO 
KETENTUAN PELAKSANAAN PEFWTURAN MENTERI 
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN 
201 1 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS 
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA 

CONTOH 
KEPUTUSAN 
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL 
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 

KEPUTUSAN 
MENTERI/GUBERNUR/BuPATI/WALIKOTA*) 

NOMOR : .................................................................. 
TENTANG 

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Refonnasi Birokrasi Nomor: 39 Tahun 201 1 tentang Jabatan Fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan 
Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ...... dan Nomor ...... tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor: 39 Tahun 201 1 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup 
dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara ........................... dalam 
jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43  Tahun 1999; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 
39 Tahun 2011; 

5. Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian 
................................ ........... Negara Nomor d m  Nomor 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : .................................... PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil: 
a. Nama .................................................................................. 
b. NIP .................................................................................. ................................................................................. c. Pangkat/golongan ruang/TMT : 
d. Unit k e j a  .................................................................................. 

.................... dari jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup jenjang ke dalam jabatan 
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup jenjang .................... dengan angka kredit sebesar 

....................... ....................................... ( 1. 
KEDUA ........................................................................................................................................ **) 
KETIGA ........................................................................................................................................ 
KEEMPAT 

**) 
: Apabila kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan 

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 

KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk 
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. 

ditetapkan di ................... 
pada tanggal ................... 

TEMBUSAN: 
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 
2. Kepala Badan Kepeeawwan Negara Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *) 
3. Kepala BKD Provins~/Kabupaten/ ota atau Biro/Bagian Kepegawaian 

Instansi yang bersangkutan;') 
d 

4. Pcjabat ang bcrwenang mcnetapkan angka kredit- 
5. Kepala Ifantor Pelayanan Perbendaharaan ~ e g a r a l ~ e p a l a  Biro/Bagian Keuangan Daerah 

Yan bejsanglct.pay*) 
6. pejatat Instans1 lam yang berkepentingan. 

*) Coret yang tidak perlu. 
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. 



LAMPIRAN X 
PERATURAN BERSAMA 
MENTERI NEGARA LLNGKUNGAN HIDUP DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
TENTANG 
KETENTUAN PELAKBANAAN PERATURPrN MENTERI 
NEGARA PENDAYAGUNAAN AFARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN 
201 1 TENTANG JABATAN FUNQSIONAL PENGAWAS 
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA 

CONTOH 
SURAT PERINGATAN 

SURAT PERINGATAN 

DARI 

KEPADA YTH. 

ALAMAT 

TANGGAL 

NOMOR : 

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa : 

Nama ........................................................................................................... 
NIP ........................................................................................................... 

Jabatan ........................................................................................................... 
Unit kerja ........................................................................................................... 
Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ..................... tahun menduduki jabatan ................. tetapi 

................ belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah 

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 39 Tahun 201 1 dan Peratur~n Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara Nomor ........................ dan Nomor ........................... tanggal ............... diminta 
agar Saudara dapat memenuhi ketentunn angka kredit yang dipersyaratkan. 

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari 
jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. 

4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : .......................... 
........................ Pada tanggal : 

NIP. 

Tembusan : 

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 
2. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; 
3. Kepala Biro/Kepegawaian Instansi/BKD yang bersangkutan; 
4. Pimpinan unit kerja Pengawas Lingkungan Hidup yang bersangkutan; 
5. Pejabat lain yang dipandang perlu. 

*) Coret yang tidak perlu 



l.AMPIW XI 
PERATURANBERSAMA 
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HlDUP DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAZAN NEGARA 
TENTANG 
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMAS1 BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN 
201 1 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS 
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITMA 

CONTOH 
KEPUTUSAN 
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL 
PENGAWAS LINGKUNGAN HlDUP 

KEPUTUSAN 
MENTERI ~GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) 

............................................... NOMOR : 

TENTANG 

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, *) 

Menimbang a. 

Mengingat : 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

bahwa Saudara ............. NIP .......... pangkat/golongan ~ a n g  ............, terhitung mulai 
tangg al......... dibebc~skan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup 

.................................. karena **); 
bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri 
Sipil dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, dipandang perlu untuk 
membebaskan sementara Pegnwai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan 
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
undang Nomor 43 Tahun 1999; 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 ; 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ~ i r o f i a s i  
Nomor 39 Tahun 201 1; 
Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian 

...................................... .................... Negara Nomor.. dan Nomor .; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan 
PERTAMA ........................................................ : Terhitung mulai tanggal : m e m b e b  sementara 

Pegawai Negeri Sipil : 
a. Nama ............................................................................. 
b. NIP ............................................................................. 
c. Pan*t/golongan ............................................................................. 

ruang/TMT 
d. Unit k e j a  ............................................................................ 

.................. ............. ........................ Dari jabatan ..dengan angka kredit sebesar .(... 1 
............ ...... ............. KEDUA : Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan apabila telah 

KETIGA : ***) ........................................................................................................................................... 
WEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini a k a ,  diadakan 

perbailcan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 
KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk 

diketahui d m  diindahkan sebagaimana mesthya. 

............................ Ditetapkan di : ........................... Pada Tanggal : 

NIP. 

Tembus . 
1. Min%i Negara Lingkungan Hidup; 
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*) 
3. Yepala Biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;*) 
4. Pejabat yang berwcnang menetapkan Angka Kredit; 
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutm;*) 
6. Pejabat instansi lain yang bvkepentingan; 

*) Coret yang tidak perlu. 
**) Alasan pembebasan sementara. 



LAMPIRAN X I  
PEWTLJRAN BERSAMA 
MElrPTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDWP DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
TENTANO 
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
NEOARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMAS1 BlROKRASI NOMOR 39 TAHUN 
201 1 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS 
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA 

CONTOH 
KEPUTUSAN 
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSlONAL 
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 

KEPUTUSAN 
MENTERI GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) ............................................. NoMod :.. 

TENTANG 

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 

Menimbang : a. bahwa sebagaimana Pasal 36 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Refonnasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali 
Saudara ............................... dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ....................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... b. .; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 43 Tahun 1999; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 

3. Peramran Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi 
Buokrasi Nomor 39 Tahun 20 11; 

5. Peraturan Bersama ~ e h t e r i  Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian ................................ .................... Negara Nomor.. dan Nomor ..; 

Menetapkan 
PERTAMA 

KEDUA 
KETIGA 
KEEMPAT 

KELIMA 

MEMUTUSKAN : 

...................................................................................................... : Terhitung mulai tanggal 
Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil : 
a. Nama ....................................................................... 
b. NIP . ...................................................................... ...................................................................... c. Pangkat/golongan mang/TMT : 
d. Unit k e j a  ....................................................................... ...,.,,................. ..................... ........................ Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar ...( ) 

: **) .......................................................................................................................................... 
: **) .............................................................................................................................. : ........... 
: Apabca kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan 

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 
: Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk 

diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : ....................... ........................ Pada Tanggal : 

NIP. 

Tembusan : 
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup*) 
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;') 
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang 

beraangkutan.') 
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan. 

*) Coret yang tidak perlu. 
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu, 



LAMPIW XlII 
PEWTURAN BERSAMA 
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
TENTANG 
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN 
201 1 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS 
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA 

CONTOH 
KEPUTUSAN 
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL 
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 

KEPUTUSAN 
MENTERII GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) 

NOMOR : ............................................... 
TENTANG 

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HlDUP 
KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM 

TETAPITIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *) 

Menimbang 

Mengingat 

: 1. bahwa Saudara ........... NIP ...... jabatan ....... ...pangk atlgolongan 
ruang .......... terhitung mulai tanggal ......... telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat 
berat berdasarkan keputusan pejabat Y=g berwenang 
Nomor .............. tanggal .......... /dinyatakan tidak dapat mengumpullcan angka kredit 
dalam jangka waktu 1 (satu) sejak dibebaskan sementara*); 

2. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai 
Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, dipandang perlu 
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan fungsional 
Pengawas Lingkungan Hidup. 

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagairnana telah diubah dengan Undang- 
undang Nomor 43 Tahun 1999; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 39 Tahun 20 1 1; 
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor.. .................... dm Nomor 
................................................... 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan 
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .............. memberhentikan dengan hormat dari jabatan fungsional 

Pengawas Lingkungan Hidup: 
a. Nama ..................................................................... 
b. NIP ..................................................................... 

..................................................................... c. Pangkatlgolongan ruang/TMT : 
d. Unit kerja ..................................................................... 

........................................................................................................................................ : **) 
: Apabila kemudian hnri ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan 

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 

KEDUA 
KETIGA 

KEEMPAT : Asli Keputusan ini tlisarnpnikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk 
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : ................... 
Pada Tanggal : .................. 

NIP. 

Tembusm : 
1.  ente ten Negara Lingkungan Hidup; 
2. KeptJa BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*) 
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;*) 
4. Kepala BKD Ropinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*) 
5. Pejabat yang berwenang mcnetapkan Angka Kredit; 
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*) 

*) Coret yang tidak pcrlu. 
.**) Diisi apabila ada penambahan dilctum yang dianggap perlu 



LAMPIW XIV 
P E R A T W  BERSAMA 
MENTERI NEOARA LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
TENTANO 
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURA. MENTERI 
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN 
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS 
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA 

CONTOH 
KEPUTUSAN 
PENYESUAIANIINPASSWG DALAM JABATAN FUNGSIONAL 
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 

KEPUTUSAN 
MENTERI GUBERNUR/BUPATI/WALIK(YTAt) ............................................. NoMod :.. 

TENTANG 

PENYESUAIAN/INPASSWG DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 

MENTERI/ GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*) 

.......... ......... ................ .............. Menimbang : a. bahwa Saudara NIP dengan Keputusan Nomor 
tanggal ........... terhitung mulai tanggal .......... Telah ditugaskan melakukan kegiatan 
pada ........... .: 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2011, dipandang perlu menetapkan keputusan 
penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit jabatan fungsional Pengawas 
Lingkungan Hidup; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
undang Nomor 43 Tahun 1999; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 

3. Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 

4. Peraturan Menteri Ncgnrn Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 09 Tnhun 201 1; 

5. Peraturan Bersamn Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian ................................. ...................... Negara Nomor dan Nomor .; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan 
PERTAMA 

KEDUA 
KETIGA 

KEEMPAT 

............ : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil : 
a. Nama ....................................................................... 
b. NIP ....................................................................... ...................................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : 
d. Unit k e j a  ....................................................................... ........................ ................. Dalam jabatan dengan angka laedit sebesar (............................. 

: **) 
1 .......................................................................................................................... 

: Apabila kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan 
perbailcan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk 
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : ...................... 
........................ Pada Tanggal : 

NIP. 

Ternbusan : 
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*) 
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*) 
4. Pejabat yang b m e n a n g  menetapkan angka kredit; 
5. Kepala Kantor Pelayanan Pcrbcndaharaan NegaraIKepala Biro atau Bagian Kcuangan Daerah yang 

berran@cutan.*) 
6. Pejabat Instans1 lain yang berkepentingan. 

*) Coret yang tidak perlu. 
*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. 


